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PERATURAN GUBERNUR GORONTALCI
NoMoR 1? TAHUN z01z

TENTANG

PEMBERDAYAAN KUNIK PENGEMBANGAN I}ISNIS
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHT'IAT TUIHN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bafwa dalam nngka pemberdayaan klinik pr4emtnngan bisnis

diprlukan peran serta masyarakaf pelak.u usaha dan penerintah

dalam memlasilitasi dan memanffi<an Klinil< Pengennbargan Bisnis;

bahwa Prqram Pengemhngan Akses dan kelembagaan KUMKM

dapat nremfasilibsi kegiabn Klinik Pmgem'bangan iBisttlis;

bahwa Frdasarkan pertimbangan sebagaimam dimaksud dalam

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan rGt:bernur Goronblo

tentang Pemberdayaan Klinik Pergernbangan Bi:;nis Provinsi

Goronblo;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun t99',2 tentalg Perkoprasian

{Lembaran Negara Repblik Indonesia I ahun tWZ Nornor 116,

Tambahan Lembaran Nege{a Republik Indonesia noiirlor 3502);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tenlang Pemhntukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Inclanesia Tahun 2000

Nomor 258, Tambahan Lembaran Flqpra Fl,epubtik Indonesia

Nomor 4060);

UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tenbng lKeuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun :l00ii Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia hlormr 42ffi);

UndangtlndarE l{omor 1 Tahun ZAM tentarE Perbendaharaan

Negan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talnun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Nqara Republik Indonesia hlomor 4355);

b.

c.
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Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pr=rnerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
'Iahun i1004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Reprrblik Indones;ia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhrir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenbang Perubaltan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 7A04 tentang Pemerin':ahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20013 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia frlomor aSaa);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 201]4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dinn Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun i'-004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ltlomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentangl Usaira Mikro Kecil

dan Menengah (Lembaran Negara Reputrlik Indonesi,r Tahun 2008

Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara ttepublik Indonesia

Nomor 4866);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang F€mbinaan dan

Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran llegara Flepublik Indonesia

Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Le:mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3743);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 b:ntang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerinteth, Pemerinlahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Ko1.a (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20A7 Nonror E;2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473'/);

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 20A7 tent'lng Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo

(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 20(17 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo hlomor 5).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PHMBERDAYMN

KLINIK PENGEMBANGAN BISNIS PROVINSI GOROI'I]ALC, 
fr
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Klinik pengembangan bisnis adalah lembaga permberian layanan

[iasa) yang memiliki kompotensi dan kr3fllalr]FUarl untuk

meningkatkan kinerja KUMKM.

2. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangern acilalah Dinas

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gcrontalo.

3. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotalkan crang seorang

atau badan hukum koperasi dengan berlanda:;kan kegiatannya

berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sebagiai geralkrn ei<onomi rakyat

yang berdasarkan azas kekeluargaan.

4. Usaha Mikro adalah usaha produKif milik crrang pelCIrangan dan/atau

badan usaha perorangan yang memenr;hi kriteria usaha mikro

sebagaimana diatur dalam Undang-Undan9.

5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang b,erdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau tladan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan caban,g perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari usaha menengah atau usaha bes;ar yang memenuhi

kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Unclang-[fndang.

6. Usaha Menengah adalah usaha ekononri prorluktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dengan usaha kecil atau usaha be:;ar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang.

7, KUMKM adalah Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Merrengah.

8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh penrerintah, dunia

usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha,

pembinaan dan pengembangan sehinglga us;aha kecil mampu

menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi u:;aha yang tangguh

dan mandiri, sebagaimana diatur menurut Undatng-Undang tentang

usaha kecil. t
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9. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yarrg clilakukan oleh

pemerintah, dunia usaha, dan masyanakat ntelalli pemberian

bimbingan dan bantuan perkuatan untuk rnenumbuhkan dan

meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang

tangguh dan mandiri, sebagaimana diatur menurtt Undang-Undang

tentang usaha kecil.

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekeriaan atau prestasi

yang di perdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh

konsumen atau pelaku usaha sebagaimana diatur menurut Undang-

Undang tentang larangan praKek nronoproli dan per:;aingan usaha

tidak sehat.

BAB II

TUJUAN, SASAMN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK

KLINIK PENGEMBANGAN BISNIS

Pasal 2
(1) Tujuan Klinik Pengembangan Bisnis :

a, meningkatkan kemampuan klinik dalam melakukan layanan

pengembangan bisnis sesuai kebutuhan KUMKNI;

b. meningkatkan kinerja bisnis KUMKM yang nremperoleh layanan

pengembangan Bisnis.

(2) Sasaran Pemberdayaan Klinik Pengembangan Bisnis :

a. meningkatnya jumlah dan kualitas Klinik Penqemirangan Bisnis

yang professional dan Klinik Pengembanr3an Bisnis urggulan;

b. meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga konsul'lan 7'pendamping
KUMKM pada Klinik Pengembangan Bisnis;

c. meningkatnya jumlah dan kinerja bisnis l.lUMlW termasuk

penumbuhan usaha baru;

d. meningkatnya peran aktif pemerintah, Penrerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota, PerguruanTinggi,, Dunia Usaha dan

Pihak-pihak terkait lainnya dalam memb,:rdayakan Klinik

Pengembangan Bisnis untuk Pengembangan KUwIKM di daerah.

(3) Klinik Pengembangan Bisnis berfungsi sr:bagai lambaga penyedia

layanan pengembangan bisnis sesuai dengan kebutuharr UMKM,
(4) Klinik Pengembangan Bisnis mempunyai tugas pokor :

a. bimbingan konsultasi layanan pengembangan biisrris;

b. pendampingan bisnis; I
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c. memfasil6asi akses terhadap sumber darya prodr.rKif antara lain :

Modal, Pasar, teknologi, manajemen dan informa;i.

(5) Pemberian Layanan Pengembangan iSisnis kepida KUMKM

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukart sesuai dengan

kebutuhan, dan dapat berupa antara lain, idenjtifikasi potensi dan

permasalahan bisnis, bimbingan pengernbangan relcana bisnis,

kemitraan dan kebutuhan pengembangan bisnis lainnya.

BAB III

KELEMBAGAAN KLINIK PENGEMBANGAN BISNIS

Pasal 3

Pelaksanaan fungsi dan tugas layanan p€:h$€rT1b'0fl$ail bisnis KPB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilaksanakan gleh :

a. perorangan oleh tenaga ahli/tenaga kons;ultan/tettaga pendamping

KUMKM secara perorangan dalam wadah klirrik pengermbangan bisnis;

b. lembaga Klinik Pengembangan Bisnis dalam berttuk antara lain,

Yayasan, Perseroan Terbatas, Koperasi, Pergul'uan Tinggi dan

Organisasi Kemasyarakatan.

BAB IV

KEGIATAN PEMBERDAYMN

KLINIK PENGEMBANGAN BiSNIS

Pasal 4

Kegiatan Pemberdayaan Klinik Pengembangan Bisnis rntlliputi :

a. penciptaan iklim usaha antara lain, koorclinasi dan pengembangan

kebijakan dibidang layanan pengembangan lrisnis;

b pembinaan dan pengembangan antara lain penr;e:mbilngan standar

kompotensi, seftifikasi, peningkatan kuerlitas le nag a ahli/tenaga

pendamping KUMKM, dukungan insentif serta monilloring dan evaluasi.

Pasal 5

(1) Secara seleKif Klinik Pengembangan Bisnis diarahkan untuk tumbuh

menjadi klinik pengembangan bisnis unggulan 'lang mampu

mendorong pengembangan KUMKM sentra dan atatt KUMKM lainnya.

(2) Klinik Pengembangan Bisnis unggulan memiliki kriteria umum yaitu

Professsional, Mandiri dan memilikijaringan kerja silma usaha.
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i3)i Klinik Perigembangan Bisnis Unggular:i didorong d;lrr dilasilitasi untuk

mantpu meiakukan ia,;anan pengem!:angan bisnis secara prOduktif

bagi kemanfaatan KUMKM dan dapal: me!^riadi perrghela bagi Klinik

Pengembangan Bisnis iainn';a.

Pasai 6

ii) Klinik Pengembangan Bisnis yang aki:if merlakukan kegiatan iayanan

pengembangan bisnis dan kiner-janya dinilai baik, dapat memperoleh

dukungan cian fasilitasi dari penterintah, penrerirrtah daerah,

perguruan tinggi dan dunia usaha.

(2) Dukungan dan fasiiitasi sebagaimana dimaksutd pada ayat (1)

bersumber dari Angaran Pendapatan dan l3efanja f,legaira / Angaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumbr:r lain y;lng sah dan tidak

mengikat, sesuai dengan kewaiaran, kepah$an dan kemampuan

keuangan negara.

(3) Klinik Pengembangan Bisnis dapat memperoleh pentlapatan (fee) jasa

layanan pengembangan bisnis dari KUMKM'yang ciibina :;esuai dengan

kemampuan KUMKM tersebut.

BAB V

KEGIATAN PEI-AYANAN KLINIK PENGEMBAI\IGAN BIS;NIS

Pasa) 7

Kompetensi pelayanan jasa usaha Klinlk Pengemb,atgan Bisnis yang

dibutuhkan oleh KUMKM adalah:

a. perencanaan bisnis (Business Pian).

b, akses modal ke Lembaga Keuangan Bank diln Non-[]ank.

c. penyelesaian krediVpembiayaan bermasalah.

d. penyusunan Study Kefayakan Usaha.

e. perluasan Pasar dan Pemasaran.

f. penerapan Teknoiogi Tepat Guna daiarrt Prcrduksi.

g. manajemen/Organisasi dan Keuangan.

h. asistensi/Pendampingan Teknologi, fvlanufacturing terntasuk IT dan

internet.

i. pendampingan perpajakan.
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BAB Vi

MONITORiNG, EVALUASi DAN PEI-APORI\N
pasai B

(i) Kinerja klinik pengembangan bisnis dapat diEualuasi srlcara berkala dan
periodik oieh Dinas yang membidangi KUhtKM KatrupatenlKota dan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangai'i Provinsi Gorontaio.

(2) Eksistensi kegiatan Klinik Pengembangan Bisni:s dilapcrrlian $ecara tertulis
setiap bulannya sesuai perkembangan fayanan bisnis, kepacla Dinas yang
membidangi KUMKM KabupatenlKota dan Dirras Kop,etas'r, Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dalam bentuk :

a, jumlah KUMKM yang dibina dan nomirral dana yang cfifasilitasi;
b. perkembangan KUMKM yang dibina dan difasilitasi;
c. kemifraan Klinik Pengembangan Bisnis; dengan Stal:eholder;

(3) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagerngan Pl'ovinsi Gorontalo
menyampaikan laporan perkembangan Klinik pengt:mbirngan Bisnis
kepada Gubernur Gorontalo.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal criundanglian.

Agar setiap arang mengetahuinya, memerintahkan pengundangern peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita [laerah Provinsi Gorontalo.

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2OL2 NOMOR 1'7
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